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Salinan

PUTUSAN
Nomor 1133/Pdt.G/2017/PA.Tgr

M‘A\ L/J\«U\M DEMI KEADILAN
. BERDASARKAN
KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah

menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

I . 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di [ GczNNE
I < abupaten Kutai Barat,

selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

I U 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,
pendidikan SD, bertempat tinggal di | GcNIEcNzNGgGg@G@GNE
I <-bupaten Kutai Barat, selanjutnya

disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka

persidangan;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
7 Desember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Tenggarong dengan Register Nomor 1133/Pdt.G/2017/PA.Tgr,
tanggal 8 Desember 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada

pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah
pada tanggal 24 Agustus 1999, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong  Tongkok
Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta
Nikah Nomor : 55/07/V111/1999 tanggal 24 Agustus 1999;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di Sekolak Oday;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- I mur 16 tahun;
- mur 5 tahun;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis;

5. Bahwa sejak 6 (enam) bulan setelah pernikahan ketentraman dan
keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah,
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat dikarenakan oleh:

- Tergugat sering main dengan perempuan nakal;

- Tergugat setelah menikah sering ikut kegiatan agamanya
yang pertama;

- Tergugat juga melakukan tindakan kekerasan terhadap
penggugat;

- Tergugat sering berjudi;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar atas sikap Tergugat
demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak
ada itikad baik dari Tergugat untuk merubah sikapnya sehingga
perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihindari antara

Penggugat dan Tergugat yang akibatnya Penggugat merasa tidak
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sanggup lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis
bersama Tergugat;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2015, yang akibatnya
Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama,
Penggugat pergi karena sudah tidak tahan dengan sikap dan
tindakan Tergugat dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

9. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut, sulit rasanya bagi
Penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
rukun, damai dan bahagia bersama Tergugat, oleh karena itu
Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama
Tenggarong;

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan
bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah
ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cqg. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan
yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat | GTcTNG

Il tcrhadap Penggugat G
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan,
Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang
Tergugat tidak pernah datang menghadap, serta tidak pula menyuruh

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun
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kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas
Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 1133/Pdt.G/2017/PA.Tgr,
bertanggal 20 Desember 2017 yang dibacakan di muka persidangan,
sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tersebut disebabkan

oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan, Majelis Hakim
telah mengusahakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar
mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak

berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan
aslinya dan bermeterai cukup berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
55/07/V1I1/1999 Tanggal 24 Agustus 1999 dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai (P.);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat
juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:
1. I . ur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,

bertempat tinggal di [

I Kabupaten Kutai Barat, menerangkan di bawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah saudara kandung Penggugat dan saudara ipar Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah
dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul berumah
tangga di Desa Sekolak Oday, Kecamatan Sekolak Darat,
Kabupaten Kutai Barat;
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- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun setelah
pernikahan 6 bulan rumah tangga mulai tidak rukun dan harmonis
lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga pernah melihat sendiri
Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa setahu saksi dari pengakuan Penggugat penyebab
perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat
menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, Tergugat juga
sering kasar, menyakiti jasmani Penggugat serta Tergugat juga
kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal sejak awal tahun 2015;

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. I . 23 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di | R
I <-bupaten Kutai Barat, menerangkan di

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah saudara seibu Penggugat dan saudara ipar Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah
dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul berumah
tangga di Desa Sekolak Oday, Kecamatan Sekolak Darat,
Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun setelah
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pernikahan 6 bulan rumah tangga mulai tidak rukun dan harmonis
lagi;

- Bahwa setahu saksi dari pengakuan Penggugat penyebab
ketidakharmonisan tersebut adalah karena Tergugat menjalin
hubungan asmara dengan perempuan lain;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal sejak awal tahun 2015;

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan

Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan
kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan memohon

kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian
putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita

acara sidang perkara ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah
diupayakan dengan cara penasihatan kepada Penggugat agar Penggugat
mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa
perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu
upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara
ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan,
tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di

persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
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kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada
Tergugat dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum
lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang
waktu telah diindahkan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh
suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat
yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, tidak
hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk
menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya
sesuai Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa

hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya
pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan
talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat, di mana
bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta
otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat,
karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan
Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam
hal ini Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara
ini;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yang keduanya
merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, telah menerangkan
secara terpisah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak
harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan adanya hubungan asmara Tergugat dengan perempuan lain,
dan sejak awal tahun 2015 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat
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telah berpisah tempat tinggal dan sejak itu tidak pernah kumpul bersama

lagi hingga kini;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka
persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti
saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada
pengetahuan para saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab
pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi
ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi
tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga
kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal
309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang terungkap di
persidangan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum
bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah retak dan sangat sulit
untuk dirukunkan kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak
ada indikasi dan keinginan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dinilai dari segi normatif, perceraian hal yang
tidak disukai Allah Swt., sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

alJl xie M jarsl (GMUa]I
yang artinya “perbuatan halal yang paling dibenci di sisi Allah adalah talak

(perceraian)”;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, ketika kondisi perkawinan
tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah
satu pihak atau keduanya untuk melanggengkan rumah tangga hingga
berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak
atau keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan
itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut
diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang

lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fighiyyah:

Lol £,5 wlanll ez Gle paio suw
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Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada

mencari/ memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah retak, sehingga kewajiban suami istri
sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana
diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat

dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum
dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan
Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor
3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada
Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari

perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
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3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat | EGczNENNE

Il terhadap Penggugat NN

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
ini sejumlah Rp 1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu

ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada dalam sidang
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada
hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 8
Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag., yang
ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong sebagai Ketua Majelis,
Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.l. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag., sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;
Ketua Majelis,
ttd.
Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd. ttd.
Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,
ttd.

Mahyani, S.Ag.
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Perincian Biaya Perkara:
- Biaya Pendaftaran : Rp  30.000,00

- Biaya Proses : Rp  50.000,00

- Biaya Pemanggilan : Rp  1.500.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

- Biaya Meterai : Rp 6.000,00.
Jumlah Rp 1.591.000,00

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 25 Januari 2018
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.
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